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4.1 Kesimpulan  

Sistem demokrasi, sebagai sistem politik yang berkedaulatan rakyat, selalu 

ditatap sebagai satu-satunya sistem yang mampu menciptakan kemaslahatan 

bersama (bonum commune) dalam sebuah komunitas politik bernama negara. Tesis 

ini bukan tanpa alasan. Sebab, kalau sistem demokrasi dikomparasikan dengan 

sistem-sistem lain yang mungkin ada, hanya sistem demokrasi, yang secara 

konseptual, menghormati manusia sebagai manusia. Artinya, nilai-nilai yang 

sungguh menjadikan manusia sebagai manusia, semisal keadilan, kebebasan, 

kesetaraan, kesejahteraan, dan juga persaudaraan, dilindungi dan dijamin dalam 

sistem demokrasi. Bahkan, sistem demokrasi mengidealkan satu pemerintahan 

yang selalu berkiblat pada kepentingan rakyat secara keseluruhan. Namun, apakah 

dengan tesis-tesis di atas, sistem demokrasi menjadi sistem politik yang tanpa 

cacat? 

Dalam konteks negara Indonesia, sistem demokrasi yang berlaku, yakni 

Demokrasi Pancasila, selalu berada dalam dua tegangan, yakni kemajuan dan 

kemunduran. Di satu sisi, ada upaya reformasi politik dan demokratisasi, tetapi di 

sisi lain ada juga upaya dedemokratisasi dari orang-orang tertentu. Kenyataan ini 

selalu mewarnai blantika penyelenggaraan kekuasaan dan pemerintahan di 

Indonesia, sejak zaman orde lama, orde baru, bahkan hingga era reformasi dengan 

agenda utama reformasi politik dan demokratisasi. Memang, harus diakui, secara 

konseptual-teoretis, Demokrasi Pancasila ditatap mampu mengakomodasi beragam 

kebutuhan, kepentingan, dan juga perbedaaan dalam diri seluruh rakyat Indonesia. 

Namun, de facto, Demokrasi Pancasila tidak pernah sempurna sebagai sebuah 

praktik. Sebab, marwah Demokrasi Pancasila acap kali “dilecehkan” dengan 

beragam perkara, baik yang dilakoni oleh golongan elite maupun warga negara 

biasa.  

Dalam analisis penulis, salah satu patologi serius yang mendesakralisasi 

marwah demokrasi Indonesia secara amat serius ialah praktik korupsi yang 
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dilakukan oleh para pejabat publik. Dari masa ke masa, para pejabat publik yang 

dipilih atau ditunjuk sebagai pelaksana tugas rakyat atau mandataris rakyat acap 

kali terjebak dalam pusaran korupsi, baik korupsi yang dilakoni secara individu 

maupun kelompok. Mandat yang diberikan oleh rakyat untuk mengurus rumah 

tangga pemerintahan secara baik dan bijak demi terciptanya bonum commune justru 

disalahgunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan kelompok eksklusif yang 

dangkal.  Uang rakyat dikorupsi secara brutal, produk kebijakan acap kali 

diskriminatif, kultur nepotisme pada lembaga-lembaga pemerintahan, suap-

menyuap, dan masih banyak lagi. Semua praktik yang tergolong korupsi ini menjadi 

panorama lumrah dalam praksis penyelenggaraan kekuasaan di Indonesia. 

Konsekuensi paling buruk dari perilaku korup para pejabat publik ini tentu saja 

dirasakan oleh rakyat kecil yang tidak berdaya secara ekonomi, sosial dan politik. 

Mereka acap kali didiskreditkan dari urusan politik. Pada titik ini, sistem demokrasi 

tidak lagi menjadi sistem politik yang berkiblat pada prinsip bonum commune, 

tetapi justru berkiblat pada prinsip bonum privatum. Pergeseran prinsip dan 

orientasi ini tentu mengafirmasi adanya degradasi kualitas demokrasi di Indonesia. 

Terhadap kenyataan di atas, konsep banalitas kejahatan Hannah Arendt bisa 

dipakai sebagai salah satu pisau pembedah dalam melacak akar korupsi yang 

dipentaskan oleh para pejabat publik di Indonesia. Bagi Arendt, dengan merujuk 

pada sosok Adolf Eichmann, kejahatan itu muncul karena anggapan sang pelaku 

bahwa kejahatan yang ia lakukan merupakan sesuatu yang wajar dan biasa-biasa 

saja. Anggapan ini tentu dilatari oleh ketidakmampuan pelaku untuk berpikir dan 

berimajinasi, terutama ketika dihadapkan pada sebuah sistem, ideologi, atau 

perintah atasan yang mengondisikannya untuk berbuat jahat. Persis, inilah inti 

gagasan Arendt tentang banalitas kejahatan.  

Dalam konteks perkara korupsi yang dilakoni oleh para pejabat publik di 

Indonesia, hemat penulis, akar masalah korupsi tersebut ialah ketidakmampuan 

para pejabat publik untuk berpikir kritis dan berimajinasi (berpikir dari perspektif 

korban). Mereka tidak mampu mempertanyakan, mengoreksi, serentak mengambil 

jarak dari sistem yang sudah korup atau dari perintah dan pengaruh atasan yang 

korup (worldlessness). Bahkan, mereka juga tidak mampu melihat tindakannya dari 

perspektif korban, sehingga mereka tidak mampu memproyeksikan dampak buruk 
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yang akan ditanggung oleh masyarakat akibat praktik korupsi yang mereka lakukan. 

Konsekuensinya, aktus korupsi yang mengarah pada pembusukan demokrasi 

menjadi fakta yang tak terhindarkan dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan di 

Indonesia. 

Berhadapan dengan fakta ketidakberpikiran para pejabat publik di atas, 

maka mereaktifkan kemampuan berpikir merupakan sebuah kemendesakkan. 

Sebagaimana Arendt, mereaktifkan kemampuan berpikir menyata dalam tiga aspek, 

yakni berpikir sebagai dialog dengan diri sendiri, berpikir representatif, dan berpikir 

sebagai upaya melawan konformitas. Dengan ketiga senjata berpikir ini, para 

pejabat publik diharapkan mampu mengkritisi, mengoreksi, serentak mengambil 

jarak dari cara berpikir dan bertindak yang korup. Selain itu, dengan menyalakan 

pelita berpikir, para pejabat publik tidak gampang dimobilisasi dan 

diinstrumentalisasi oleh atasan untuk menjadi penjahat demokrasi. Bahkan, dengan 

mereaktifkan kemampuan berpikir, para pejabat publik akan tampil sebagai tokoh 

revolusioner. Mereka tidak hanya mengubah sistem, tetapi yang paling utama 

membentuk habitus serentak kultur bertindak jujur, adil, dan bijaksana di dalam 

sistem dan diri para pejabat publik sebagai mandataris rakyat. Dengan demikian, 

demokrasi tidak jatuh pada bonum privatum, tetapi sampai pada lahirnya bonum 

commune.  

Mereaktifkan kemampuan berpikir para pejabat publik agar tidak terjebak 

dalam banalitas kejahatan korupsi yang mengarah pada pembusukan demokrasi 

adalah proses yang panjang. Diperlukan ruang, sistem, dan juga komitmen pribadi 

yang mampu menggiring dan mengondisikan para pejabat publik agar masuk dalam 

solitude. Sebab, hanya di dalam solitude, para pejabat publik mampu berpikir 

jernih, terutama memikirkan kepentingan rakyat Indonesia secara keseluruhan. 

Apabila rakyat ditempatkan pada posisi yang sentral, maka peluang untuk bertindak 

korup bisa diminimalisasi dan bahkan tidak ada sama sekali. Dengan demikian, 

sistem Demokrasi Pancasila tidak dimonopoli oleh segelintir kaum elite saja, tetapi 

mengabdi pada kepentingan umum.  

4.2 Catatan Kritis 

Setelah membaca dan mencermati keseluruhan karya ilmiah ini, penulis 

memiliki dua catatan kritis. Pertama, konsep banalitas kejahatan Hannah Arendt  
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tidak bisa dipakai dalam membedah kasus kejahatan yang terorganisir, terstruktur, 

dan sistematis. Sebab, dalam kasus-kasus kejahatan yang terorganisir, terstruktur, 

dan sistematis, aktivitas berpikir memainkan peran yang luar biasa, baik berpikir 

tentang taktik, jumlah personil yang diperlukan, senjata yang dibutuhkan, atau pun 

risiko yang akan ditanggung, baik oleh pelaku maupun korban. Hitler, misalnya, 

adalah sosok penjahat kemanusiaan yang sudah memikirkan strategi, jumlah 

personil yang dibutuhkan di lapangan, atau dampak buruk dari tindakannya 

tersebut. Itu artinya, dalam beberapa kasus, semisal kejahatan Hitler, kejahatan 

tidak disebabkan oleh ketidakberpikiran, tetapi justru kejahatan itu terjadi karena 

ditopang oleh orang-orang yang memiliki cara berpikir yang jeli, kritis, dan juga 

taktis. 

Kedua, mereaktifkan kemampuan berpikir sebagai solusi atas 

ketidakberpikiran para pejabat publik yang bertindak korup di Indonesia hanya 

mungkin terjadi apabila ada komitmen pribadi. Sebab, banalitas kejahatan melihat 

akar korupsi dari kacamata sang koruptor. Karena itu, solusi berpikir kritis hanya 

akan terealisasi apabila sang koruptor dan para pejabat publik yang lain memiliki 

kemauan dan keterbukaan untuk berpikir. Tanpa ada komitmen pribadi, aktivitas 

berpikir sebagai solusi atas ketidakberpikiran menjadi sia-sia. 

4.3 Saran  

Karya ilmiah ini memiliki titik aksentuasi pada perilaku atau tindakan para 

pejabat publik yang korup. Tindakan ini telah mendatangkan prahara yang luar 

biasa bagi sistem demokrasi di Indonesia. Karena itu, ada dua saran dari penulis 

yang ditujukan kepada dua pihak. 

Pertama, rakyat Indonesia mesti mengaktifkan fungsi kontrol terhadap para 

pejabat publik yang sudah dipilih atau ditunjuk untuk menduduki jabatan publik 

tertentu. Fungsi kontrol menjadi sangat penting agar seluruk gerak-gerik para 

pejabat publik bisa dipantau secara jelas, tegas, dan kritis. Fungsi kontrol tersebut 

bisa dieksekusi sewaktu pemilihan umum, aspirasi di media massa, demonstrasi, 

dan lain sebagainya. 

Kedua, penulis menganjurkan atau menyarankan agar aktus mereaktifkan 

kemampuan berpikir kritis menjadi gerakan bersama seluruh pejabat publik sebagai 

mandataris rakyat. Penulis percaya bahwa semua pejabat publik yang dipilih dan 
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ditunjuk memiliki cara berpikir revolusioner-konstruktif. Namun, dalam beberapa 

kesempatan, ketajaman berpikir acap kali tunduk di hadapan sistem dan juga 

kendali atasan yang korup. Ada banyak pejabat publik yang tidak bisa berbuat 

banyak ketika dikonfrontasikan dengan kepentingan dan perintah atasan (situasi 

worldlessness). Itulah sebabnya, dengan menjadikan aktivitas berpikir sebagai 

gerakan bersama, ada prospek besar yang muncul bahwa para pejabat publik tidak 

gampang dimobilisasi dan diinstrumentalisasi, baik oleh sistem maupun oleh 

perintah atasan, untuk melancarkan praktik korupsi. Dengan demikian, kualitas 

demokrasi di Indonesia tetap terjaga dan idealisme reformasi, yakni menciptakan 

reformasi politik dan demokratisasi bisa tercapai. 
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